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[bookmark: _Toc193067699][bookmark: _Toc193068617]ABSTRAK
[bookmark: _Toc193067700][bookmark: _Toc193068618]Dalam upaya Satpol PP untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, tindakan penerbitan non-yudisial dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Beberapa penginapan dan hotel di Kota Padang terindikasi telah melakukan pelanggaran ketertiban, hotel menerima tamu pasangan illegal yang berhasil dijaring petugas salah satunya sebuah hotel berbintang 3 yang berlokasi di Kelurahan Pondok. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel? (2) Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris; sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang dilakukan melalui: peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa; (2) Dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Satpol PP tidak menentukan jadwal tetap, karena pengawasan dan penertiban dilakukan berdasarkan informasi dari intelijen dan laporan masyarakat.
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THE ROLE OF THE PADANG CITY PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF PUBLIC ORDER IN HOTELS

Kharisma Oktaviani1, Deaf Wahyuni Ramadhani 1 
Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta 
E-mail: kharismaoktaviani2@gmail.com

ABSTRACT
In the effort of Satpol PP to maintain and/or restore public order and peace of mind against violations of the Regional Regulation and/or Perkada, non-judicial issuance actions are carried out in accordance with the provisions of the law. As stipulated in Padang City Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Public Order. Several inns and hotels in Padang City are indicated to have violated order, the hotel received guests from an illegal couple who were caught by officers, one of which was a 3-star hotel located in Pondok Village. Research problems: (1) What is the role of the Padang City Satpol PP in law enforcement against public order violations that occur in hotels? (2) What are the obstacles encountered by the Padang City Satpol PP in law enforcement against public order violations that occur in hotels? The type of research used is empirical juridical; data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews; data is analyzed qualitatively. The results of the study show: (1) The role of Satpol PP in upholding public order and public peace in Padang City is carried out through: the role of early detection and prevention, coaching, counseling, patrolling, security, escort, control and handling of protests; (2) In upholding public order and public peace in Padang City, Satpol PP does not determine a fixed schedule, because supervision and control are carried out based on information from intelligence and community reports.
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[bookmark: _Toc181268992][bookmark: _Toc193067711][bookmark: _Toc193068629][bookmark: _Toc181268993]Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari aparat penegak hukum non-yudisial di daerah yang bertanggung jawab atas penegakan tindak pidana asusila. Satpol PP juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan melindungi masyarakat. Dalam upaya Satpol PP untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, tindakan penerbitan non-yudisial dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai ke proses pengadilan. [footnoteRef:3]  [3:  Sovia Hasanah, 2018, Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP,  hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/, diakses tanggal 11 Juni. ] 
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[bookmark: _Toc193067714][bookmark: _Toc193068632]Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
[bookmark: _Toc193072716]Tabel 1. 1 : Data jumlah akomodasi hotel menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang, 2021-2023,
	[bookmark: _Toc193067716][bookmark: _Toc193068634][bookmark: _Hlk189456611][bookmark: _Hlk189474783]Klasifikasi Hotel
	[bookmark: _Toc193067717][bookmark: _Toc193068635]Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang (Unit)

	
	[bookmark: _Toc193067718][bookmark: _Toc193068636]2021
	[bookmark: _Toc193067719][bookmark: _Toc193068637]2022
	[bookmark: _Toc193067720][bookmark: _Toc193068638]2023

	[bookmark: _Toc193067721][bookmark: _Toc193068639]Hotel Bintang Lima
	[bookmark: _Toc193067722][bookmark: _Toc193068640]-
	[bookmark: _Toc193067723][bookmark: _Toc193068641]-
	[bookmark: _Toc193067724][bookmark: _Toc193068642]-

	[bookmark: _Toc193067725][bookmark: _Toc193068643]Hotel Bintang Empat
	[bookmark: _Toc193067726][bookmark: _Toc193068644]10,00
	[bookmark: _Toc193067727][bookmark: _Toc193068645]10,00
	[bookmark: _Toc193067728][bookmark: _Toc193068646]10,00

	[bookmark: _Toc193067729][bookmark: _Toc193068647]Hotel Bintang Tiga
	[bookmark: _Toc193067730][bookmark: _Toc193068648]14,00
	[bookmark: _Toc193067731][bookmark: _Toc193068649]14,00
	[bookmark: _Toc193067732][bookmark: _Toc193068650]14,00

	[bookmark: _Toc193067733][bookmark: _Toc193068651]Hotel Bintang dua
	[bookmark: _Toc193067734][bookmark: _Toc193068652]11,00
	[bookmark: _Toc193067735][bookmark: _Toc193068653]11,00
	[bookmark: _Toc193067736][bookmark: _Toc193068654]11,00

	[bookmark: _Toc193067737][bookmark: _Toc193068655]Hotel Bintang Satu
	[bookmark: _Toc193067738][bookmark: _Toc193068656]11,00
	[bookmark: _Toc193067739][bookmark: _Toc193068657]11,00
	[bookmark: _Toc193067740][bookmark: _Toc193068658]11,00

	[bookmark: _Toc193067741][bookmark: _Toc193068659]Hotel Non Bintang
	[bookmark: _Toc193067742][bookmark: _Toc193068660]76,00
	[bookmark: _Toc193067743][bookmark: _Toc193068661]76,00
	[bookmark: _Toc193067744][bookmark: _Toc193068662]76,00

	[bookmark: _Toc193067745][bookmark: _Toc193068663]Padang
	[bookmark: _Toc193067746][bookmark: _Toc193068664]122,00
	[bookmark: _Toc193067747][bookmark: _Toc193068665]122,00
	[bookmark: _Toc193067748][bookmark: _Toc193068666]122,00


[bookmark: _Toc193067749][bookmark: _Toc193068667]Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2025

[bookmark: _Toc193067750][bookmark: _Toc193068668]Salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum adalah kejahatan asusila. Kejahatan asusila adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Apabila dipelajari lebih lanjut, defenisi singkat dan sederhana ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Karena defenisi dan batas-batas “kesusilaan” sangat luas dan dapat berbeda menurut perspektif dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Pada dasarnya, setiap tindak pidana (delik) mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist ethische minimum).[footnoteRef:4] [4:  Ibid] 

[bookmark: _Toc193067751][bookmark: _Toc193068669]Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini terjadi dimasyarakat tanpa mempertimbangkan stratifikasi sosial pelaku dan korbannya. Pengaruh lingkugan, latarbelakang kejiwaan atau guncangan psikis spontan yang disebabkan oleh rangsangan seksual dapat menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. [footnoteRef:5] [5:  Gerson W. Bawengan, 1997, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.22. ] 

[bookmark: _Toc193067752][bookmark: _Toc193068670]Maraknya laporan penyalahgunaan hotel di beberapa wilayah Kota Padang sebagai ajang kriminal atau lokasi perbuatan asusila mendapat perhatian serius dari Satpol PP. Satpol PP menilai penyalahgunaan hotel tersebut akibat terjadinya pelanggaran peraturan yang berlaku di Kota Padang oleh para pelaku bisnis perhotelan. Pada umumnya, Satpol PP melakukan razia atau penggeledahan di hotel atau penginapan setelah mendapat pengaduan dari masyarakat sekitar yang mengkhawatirkan atau melihat langsung tindak pidana yang terjadi di hotel atau penginapan tersebut.  Oknum-oknum yang tertangkap razia akan ditahan di Polsek setempat untuk diidentifikasi dan dilatih. Setelah itu, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang sama lagi. 
[bookmark: _Toc193067753][bookmark: _Toc193068671]Jika mereka tertangkap kembali di kemudian hari, mereka akan diproses secara hukum dan diancam dengan sanksi yang lebih serius. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur hukuman bagi pasangan yang terlibat seks atas dasar suka sama suka yang keduanya belum menikah yang melakukan seks bebas. Namun, fenomena yang terjadi adalah banyak pasangan tamu hotel yang bukan pasangan resmi yang tertangkap saat razia. Tuntutan dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pasangan resmi seseorang yang terlibat seks bebas di mana salah satu pasangan itu atau dua-duanya sebelumnya telah terikat perkawinan yang sah secara hukum.
[bookmark: _Toc181268994][bookmark: _Toc193067754][bookmark: _Toc193068672][bookmark: _Toc181268995][bookmark: _Toc181268996]  Satpol PP melakukan razia asusila gabungan yang dilakukan di kota berpenduduk sekitar 900 ribu jiwa tersebut. Kepala Satpol PP Kota Padang Mursalim, melakukan razia di sejumlah lokasi mulai dari tempat hiburan malam serta penginapan yang ada di Kota Padang, karena terindikasi telah melakukan pelanggaran ketertiban. Pihaknya melakukan operasi Razia pada hari minggu 9 Oktober 2022 di sejumlah penginapan pun didapati pasangan ilegal yang berhasil dijaring petugas, dibeberapa hotel dan penginapan di kota padang yaitu hotel berbintang tiga di Kelurahan Pondok. Petugas menemukan pasangan bukan suami istri sebanyak 31 orang ditertibkan petugas, diantaranya 17 orang wanita dan 14 orang laki-laki berhasil diamankan dari sejumlah lokasi yang dilakukan pemeriksaan. Petugas langsung membawa mereka ke mako Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan proses lanjut, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Kota Padang. Selanjutnya dilakukan tes darah melalui Dinas kesehatan puskesmas seberang Padang untuk mencegah penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kota Padang[footnoteRef:6].  [6:   INews Joglo Semar, 2022, Razia Pasangan Mesum di Hotel, Ada Perempuan Berhijab Panik Sibuk Kenakan Kerudung  Razia Pasangan Mesum di Hotel, Ada Perempuan Berhijab Panik Sibuk Kenakan Kerudung, diakses 10 oktober 2022. ] 

[bookmark: _Toc193067755][bookmark: _Toc193068673]Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi Satpol PP kota padang sebagai penegak peraturan daerah dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 dititik beratkan pada: 
1. [bookmark: _Toc193067756][bookmark: _Toc193068674]Tertib jalan angkutan jalan 
2. [bookmark: _Toc193067757][bookmark: _Toc193068675]Tertib jalur hijau taman dan tempat umum 
3. [bookmark: _Toc193067758][bookmark: _Toc193068676]Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan 
4. [bookmark: _Toc193067759][bookmark: _Toc193068677]Tertib pedagang kaki lima (PKL)
5. [bookmark: _Toc193067760][bookmark: _Toc193068678]Tertib tempat usaha
6. [bookmark: _Toc193067761][bookmark: _Toc193068679]Tuna sosial [footnoteRef:7] [7:  ] 

[bookmark: _Toc193067762][bookmark: _Toc193068680]Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG TERJADI DI HOTEL”. 



[bookmark: _Toc181268997][bookmark: _Toc193067763][bookmark: _Toc193068681]Rumusan Masalah
1. [bookmark: _Toc181268998][bookmark: _Toc193067764][bookmark: _Toc193068682]Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel?
2. [bookmark: _Toc181268999][bookmark: _Toc193067765][bookmark: _Toc193068683]Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel?
[bookmark: _Toc181269000][bookmark: _Toc193067766][bookmark: _Toc193068684]Tujuan Penelitian      
1. [bookmark: _Toc181269001][bookmark: _Toc193067767][bookmark: _Toc193068685]Untuk menganalisis peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel.
2. [bookmark: _Toc181269002][bookmark: _Toc193067768][bookmark: _Toc193068686]Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel.
[bookmark: _Toc181269003][bookmark: _Toc193067769][bookmark: _Toc193068687]Metode Penelitian
1. [bookmark: _Toc181269004]Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam proposal ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat.[footnoteRef:8] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[footnoteRef:9]. [8:  Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.]  [9:  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.] 

2. [bookmark: _Toc181269005][bookmark: _Toc193067770][bookmark: _Toc193068688]Sumber data 
a. [bookmark: _Toc181269006][bookmark: _Toc193067771][bookmark: _Toc193068689]Data primer 
[bookmark: _Toc181269007][bookmark: _Toc193067772][bookmark: _Toc193068690]Menurut M. Iqbal dan Hasan, data primer adalah data yang didapatkan dari tangan pertama subjek penelitian secara langsung di lapangan[footnoteRef:10]. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer melakukan wawancara langsung Salah satunya dengan bapak Efrizal S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Padang. [10:  M. Iqbal dan Hasan, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 82.] 

b. [bookmark: _Toc181269008][bookmark: _Toc193067773][bookmark: _Toc193068691]Data sekunder 
[bookmark: _Toc181269009][bookmark: _Toc193067774][bookmark: _Toc193068692]Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya[footnoteRef:11]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data statistik pelanggaran ketertiban umum di hotel 5 tahun belakang dari Satpol PP kota padang dari tahun 2019-2024. Jumlah akomodasi hotel menurut klasifikasi hotel di Kota Padang, menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang terdapat 122 hotel.[footnoteRef:12] [11:  Zainudin Ali, 2000, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.]  [12:  Badan Pusat Statistik Kota Padang, Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang (Unit), 2021-2023, Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Padang, diakses 17 Desember 2024. ] 




3. [bookmark: _Toc181269010][bookmark: _Toc193067775][bookmark: _Toc193068693]Teknik pengumpulan data 
a. [bookmark: _Toc181269011][bookmark: _Toc193067776][bookmark: _Toc193068694]Studi dokumen
[bookmark: _Toc181269012][bookmark: _Toc193067777][bookmark: _Toc193068695]Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.[footnoteRef:13] [13:  Dian Maya Saputri, 2018, Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data, Program Sarjana Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.] 

b. [bookmark: _Toc181269013][bookmark: _Toc193067778][bookmark: _Toc193068696] Wawancara 
[bookmark: _Toc181269014][bookmark: _Toc193067779][bookmark: _Toc193068697]Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara dalam proses interview ada dua pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview atau informan (responden). Jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons narasumber. [footnoteRef:14] [14:  Universitas Islam An Nur Lampung, 2023, Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas, Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas – Blog UI An Nur Lampung, diakses 15 Januari 2025. ] 

4. [bookmark: _Toc181269015][bookmark: _Toc193067780][bookmark: _Toc193068698]Teknik analisis data 
Dalam penelitian ini, analisis data di lakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati[footnoteRef:15]. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif. [15:  Qotrun A, 2021, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/, diakses 23 Oktober 2024.
] 
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